
 

 

 

 

 

B U P A T I   H U L U   S U N G A I   S E L A T A N 

 

 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

 
NOMOR 02 TAHUN 2010 

 
TENTANG 

 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 

 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 
(PUSKESMAS) DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 6 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan 
Masyarakat (PUSKESMAS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 28 
September 2009, maka dipandang perlu melakukan secara efektif terhadap 
Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan 
Masyarakat (PUSKESMAS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3495); 



4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Nomor 4048); 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851);  

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400);  

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang  Pemeliharaan Kesehatan 
Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan serta 
Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4139);  



14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578 ); 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai 
negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai   Selatan; 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 
6 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT 
KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI KABUPATEN HULU SUNGAI 
SELATAN 

 

Pasal 1 

Melaksanakan secara efektif Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan 
Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang 
diberlakukan  terhitung sejak tanggal 1 Februari 2010 

 

Pasal 2 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabuparten Hulu Sungai Selatan. 

 

 

  Ditetapkan di Kandangan 

  pada tanggal  11 Januari 2010 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

  

 

TTD 

MUHAMMAD  SAFI’I 

 

 

 

 



Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 11 Januari 2010 

            

              SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,    

 

 

                               TTD 

                   ACHMAD FIKRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA  DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


